
BUPATI PRINGSEWU
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI PRINGSEWU
NOMOR 06 TAHUN 2020

SALINAN

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PRINGSEWU NOMOR 63
TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN, PENETAPAN RINCIAN

DANA DESA DAN ALOKASI DANA PEKON SETIAP PEKON
DI KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PRINGSEWU,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana
Desa, perlu dilakukan penyesuaian terhadap
Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 63 Tahun 2019
tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian
Dana Desa dan Alokasi Dana Pekon setiap Pekon di
Kabupaten Pringsewu Tahun Anggaran 2020;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Peraturan Bupati Pringsewu tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 63 Tahun 2019
tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian
Dana Desa dan Alokasi Dana Pekon setiap Pekon di
Kabupaten Pringsewu Tahun Anggaran 2020;

Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dart
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (tembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Kabupaten Pringsewu di Provinsi
Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 185, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4932);



3, Undang-Undang Namor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Ffemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara. Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan
Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

5, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negar Republik Indonesia Nomor 5539),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2019
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 41);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8
Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5864);

7. Peraturan Menteri Dalam Negert Nomor 114 Tahun
2014 tentang Pedoman Pembangunan Pekon (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

8, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun
2018 tentang Pengeïolaan Keuangan Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 661);

9, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019
tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa
Tahun 2020;

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor
205/PMK.07/2019 tentang Pengeïolaan Dana Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 1700);



U> Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 63 Tahun 2019
tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian
Dana Desa dan Alokasi Dana Pekon Setiap Pekon Di
Kabupaten Pringsewu Tahun Anggaran 2020 (öerita
Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2019 Nomor
63);

MEMUTUSKAN:

MeneUpkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PRINGSEWU
NOMOR 63 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA
PEMBAGIAN, PENETAPAN RINCIAN DANA DESA DAN
ALOKASI DANA PEKON SETIAP PEKON Dl KABUPATEN
PRINGSEWU TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal I

Ketentuan Pasal 16 dalam Peraturan Bupati Pringsewu
Nomor 63 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian,
Penetapan Rincian Dana Pekon dan Alokasi Dana Pekon
Setiap Pekon Di Kabupaten Pringsewu Tahun Anggaran
2020 (Berita Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2019
Nomor 524) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paaal 16

(1) Dana Pekon disalurkan dan Rekening Kas Uxnum
Negara (RKUN) ke Rekening Kas Desa (RKD) melalui
Rekening Kas Umum Daerah (RKUD),

(2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimakaud pada
ayat (1) dilakukan pemotongan Dana Desa untuk
Kabupaten Pringsewu dan penyaluran Dana basil
pemotongan Dana Desa disalurkan ke Rekening Kas
Pekon (RKP).

(3) Pemotongan Dana Desa untuk Kabupaten Pringsewu
dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa
ke RKP sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilaksanakan berdasarkan Surat Kuasa
Pemindahbukuan Dana Pekon dari Bupati.

(4) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap dengan
ketentuan:
a. tahap I paling cepat bulan Januari dan paling

lambat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh
persen);

b. tahap H paling cepat bulan Maret dan paling
lambat minggu keempat bulan Agustus sebesar
40% (empat puluh persen);dan

c. tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 20% (dua
puluh persen).



(5) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1} untuk Pekon berstatus Pekon Mandiri
dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan:
a. tahap I paling cepat bulan Januari dan paling

lambat bulan Juni sebesar 60% (enam puluh
persen);dan

b. tahap n paling cepat bulan Juli sebesar 40%
(empat puluh persen).

(6) Pekon Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
mempakan status Pekon hasil penilaian yang
dilakukan setiap tahun dan ditetapkan oleh
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal
dan Transmigrasi dalam Indeks Desa Mentbangun
(IDM).

(7) Tahapan penyaluran Dana Desa sebagaimana
maksud pada ayat (4) dilaksanakan setelah Kepala
Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN)
selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) penyaluran
Dana Desa menerima dokumen perayaratan
penyaluran dari Bupati, dengan ketentuan:
a. tahap I, berupa:

1. Peraturan Bupati tentang Tata Cara Petribagian
dan Penetapan Rincian Dana Pekon Setiap
Pekon;

2. Peraturan Pekon tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Pekon (APB Pekon);dan

3. Surat Kuasa pemindahbukuan penyaluran
Dana Desa.

b. tahap II, berupa:
1. laporan realisasi penyerapan dan capaian

keluaran Dana Desa tahun anggaran
sebelumnya;dan

2. laporan realisasi penyerapan dan capaian
keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan
rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit
sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata
capaian keluaran menunjukkan paling sedikit
35% (tiga puluh lima persen).

c. tahap UI, berupa:
1. laporan realisasi penyerapan dan capaian

keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II
menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan
paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh
persen) dan rata-rata capaian keluaran
menunjukkan paling sedikit 75% (tujuh puluh
lima persen);dan

2. laporan korwergensi pencegahan stunting
tingkat Pekon tahun anggaran aebelumnya.



(8) Tahapan penyaluran Dana Desa sebagaimana
maksud pada ayat (5) dilaksanakan setelah Kepala
Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN)
selakn Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) penyaluran
Dana Desa menerima dokumen persyaratan
penyaluran dart Bupati, dengan ketentuan:
a. tahap I, berupa:

1. Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian
dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap
Pekon;

2. peraturan Pekon tentang Anggaran Pendapatan
dan Beïanja Pekon (APB Pekon);dan

3- surat kuasa pemindahbukuan penyaluran
Dana Desa.

b. tahap II, berupa:
1. laporan realisasi penyerapan dan capaian

keluaran Dana Desa tahun anggaran
sebelumnya;

2. laporan realisasi penyerapan dan capaian
keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan
rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit
sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata
capaian keluaran menunjukkan paling sedikit
35% (tiga puluh lima persen);dan

3. laporan konvergensi pencegahan stunting
tingkat Pekon tahun anggaran sebelumnya.

(9) Bupati bertanggung jawab untuk menerbitkan Surat
Kuasa Pemindahbukuan Dana Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (7) huruf a angka 3 dan ayat (8)
huruf a angka 3 untuk seluruh Pekon dan wajib
disampaikan pada saat penyampaian dokumen
persyaratan penyaluran tahap I.

(10) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat
(7) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1 dan ayat (8)
huruf b angka 2 dihitung berdasarkan rata-rata
persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan.

(11) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan
capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat
(7) huruf b dan huruf c dan ayat (6) huruf b
dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang,
kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, satuan
keluaran dan capaian keluaran.

(12) Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana
dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8) disampaikan
dengan surat pengantar yang ditandatangani oleh
Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.



Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak diundangkan,
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Pringsewu,

Ditetapkan di Pringsewu ,

pada tanggal gj 2020

BUPATITRI NGSEWU.

SlTJADI,

Diundangkan di Pringsewu
pada tanggal 23 2020
SEKRETAR1S DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU,

A, BUDIMAN PM

BERITA DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2020 NOMOR 541

Sesuai dengan astiuya
Kepxla Bngian Hukurn

Sebwtuüt Dacrali Kabupaten PringseTvu

tHSAM HENPUAWAN, S.H
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